DPRD MEDAN UPAYAKN ANGGARAN Rp20 MILIAR DI P-APBD UNTUK
KENDALIKAN INFLASI

Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Ketua Komisi Il DPRD Kota Medan Afif Abdillah sedang
mengupayakan anggaran sebesar Rp20 miliar pada Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan guna mendukung pengendalian inflasi harga
pangan di daerah ini. "Kami perjuangkan anggaran Rp10 miliar hingga Rp20 miliar di P-
APBD agar harga bahan pangan tetap stabil di Kota Medan," ucap Afif di Medan, Sumut,
Selasa.

Nantinya, lanjut dia, anggaran sebesar itu akan digunakan oleh Perusahaan Umum
Daerah (Perumda) Pasar yang memiliki 53 pasar tradisional di ibu kota Provinsi Sumatera
Utara. Politisi muda ini meminta kepada salah satu BUMD milik Pemkot Medan supaya
membeli langsung bahan pangan dari tingkat petani maupun peternak di Sumatera Utara.

Sebab selama ini produk hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit dan bawang
merah merupakan penyumbang inflasi terbesar sekitar 20 persen di Sumatera Utara berasal
dari Kota Medan. "Kalau itu yang mau dilaksanakan, pastinya bisa menstabilkan harga pasar.
Karena ada banyak tengkulak, banyak perantara dan lain-lain mengambil kesempatan hari
ini," terang dia.

Afif mengatakan formulasi pengajuan anggaran sebesar Rp20 miliar di P-APBD tetap
dilakukan oleh Perumda Pasar, sehingga pihaknya akan memperjuangkan di Badan
Anggaran DPRD Kota Medan. Diketahui, Pemkot Medan sudah memiliki dua unit cold
storage (gudang pembekuan) untuk menyimpan produk hortikultura merupakan hibah
Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2022.
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Masing-masing Trustcool Cold Storage Chiller berkapasitas 1,5 ton dan Trustcool
Controlled Atmosphere Storage Container berkapasitas 2,5 ton kini berada di Pasar Induk
Lau Cih di bawah pengawasan Perumda Pasar. "Harga bahan pokok kan sedang naik
sekarang. Tentunya itu hal positif bagi masyarakat selama bisa mengendalikan harga pasar,
terutama di 2023 penuh tantangan,” tutur Afif yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota
Medan.

Sumber Berita:
1. https://sumut.antaranews.com/berita/519411/dprd-medan-upayakan-anggaran-rp20-

miliar-di-p-apbd-untuk-kendalikan-inflasi, Jumat, 14 Februari 2023.

2. https://realitasonline.id/medan/kendalikan-inflasi-dprd-medan-akan-perjuangkan-rp-20-

miliar-di-papbd, 20 Februari 2023.

Catatan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pasal 1 angka 4, dan 79

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD
adalah renacana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

79. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Pasal 5 ayat (1)

(1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah
yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai
pemilik modal pada perusahaan umum milik daerah atau pemegang saham pada
perseroan daerah.

Pasal 61

(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
Pelayanan Dasar masyarakat.

(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu
dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 62

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang
pencapaian SasaranProgram dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuaikepentingan
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan

Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah

Angka 1. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara menegaskan bahwa

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Angka 2. Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengatur bahwa

(2) dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang antara lain mengambil tindakan
tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat.
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Angka 3. Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara
lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyaraka

Angka 4. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
mengatur bahwa Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya,
dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta

pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Angka 5. Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan

bahwa Keperluan mendesak meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Angka 6. Pasal 69 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa

(6) pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya
dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-
SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Angka 7. Bab Il Butir D.4.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Tata cara
penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui
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pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang

membidangi, dengan tahapan:

a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

¢. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Angka 8. Butir E.55.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 menegaskan bahwa dalam

rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi
sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat,

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah
menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti
penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat
digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Angka 9. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, diminta Gubernur/Bupati/Wali kota untuk
melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi
daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi
dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan
kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan
terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.

Angka 10. Dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, dapat menggunakan

sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran kepada
perangkat daerah dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk
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selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD atau telah melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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